BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA PENGENAAN DAN PENETAPAN PEMBAYARAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang: a. bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 20
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan dan Penetapan
Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
tidak sesuai lagi dengan harga pasar mineral bukan logam
dan batuan sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengenaan dan Penetapan Pembayaran Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Menetapkan

10.

11.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 88) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 108).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA PENGENAAN DAN PENETAPAN PEMBAYARAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan dan Penetapan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 Nomor 160)
diubah sebagai berikut :

1.
berikut:

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut pajak
adalah iuran wajib yang dipungut daerah atas kegiatan pengambilan
mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan
atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah bahan padat anorganik yang
terdapat secara alamiah yang terdiri dari unsur yang tersusun secara
sistematis yang berwujud batuan, tanah dan pasir.

Nilai Perolehan adalah Nilai Jual rata-rata perolehan per m3 bahan
mineral bukan logam dan batuan di lokasi pengambilan bahan mineral
bukan logam dan batuan atau di tangkahan tidak termasuk biaya
pengangkutan/transportasi dari tangkahan ke lokasi pekerjaan.
Analisa koefisien adalah perhitungan penggunaan bahan mineral bukan
logam dan batuan terhadap pekerjaan yang dilakukan yang tertera pada
dokumen kontrak.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu)
ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 2

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai
Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan per m3.

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau
harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-
rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang
bersangkutan.

Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit
diperoleh, digunakan harga standar dari wilayah terdekat dengan
Kabupaten Pakpak Bharat.

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5a,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
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(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 5a

Bupati menetapkan nilai pasar berdasarkan pengkajian harga
perolehan bahan mineral bukan logam dan batuan per m3.

Pengkajian harga perolehan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Tim.

Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing
jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengenaan dan penetapan
Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 Nomor 160) tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal, 10 Juni 2019
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,
ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal, 11 Juni 2019 4
SEKRETARIS DAERAH | Sali

KABUPATEN PAKPAK BHARAT, \

ttd

SAHAT BANUREA

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 16
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA PENGENAAN DAN PENETAPAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 20 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengenaan dan Penetapan Pembayaran Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan dirasa perlu dilakukan perubahan beberapa pasal
karena tidak sesuai lagi dengan harga pasar Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama
dari pajak mineral bukan logam dan batuan perlu ada penyesuaian harga
pasar.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 25
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